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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

          Direksi Perseroan perorangan tidak bertanggung jawab atas perikatan 

yang dilakukannya untuk kepentingan Perseroan. Pihak Ketiga yang merasa 

dirugikan oleh tindakan Direksi Perseroan perorangan dapat menuntut Direksi 

tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan melawan Hukum) 

dengan membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian Direksi dalam 

menjalankan pengurusan Perseroan. UUPT 2007 mengatur tentang kewajiban 

Direksi Perseroan perorangan dalam menjalankan pengurusan Perseroan usaha 

mikro dan kecil, tetapi tidak mengatur tanggung jawab hukum Direksi 

Perseroan perorangan.  Untuk membebaskan diri dari tanggung jawab hukum 

kepada Pihak Ketiga, Direksi Perseroan perorangan agar senantiasa 

mewujudkan good corporate governance, dengan memperhatikan doktrin ultra 

vires, fiduciary duty dan business judgement rule dalam melaksanakan 

pengurusannya. 

          Perseroan perorangan yang telah sah menjadi badan hukum bertanggung 

jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan. Pemegang Saham Perseroan perorangan bertanggung jawab hanya 

sebatas saham yang dimilikinya, namun demikian Pemegang Saham dapat 

dimintakan pertanggungjawaban sampai ke harta kekayaan pribadinya dalam 

batas-batas sebagaimana diatur dalam Pasal 153J ayat (2) UUPT 2007. Pasal 
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153J ayat (2) ini dapat dikatakan mengadopsi doktrin piercing the corporate 

veil secara terbatas. 

B. Saran 

     Pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian 

Direksi Perseroan perorangan dalam menjalankan pengurusan Perseroan, maka 

tuntutan hukum kepada Direksi disarankan diajukan dalam kapasitas yang 

bersangkutan sebagai Pemegang Saham dari pada tuntutan hukum dalam 

kapasitas yang bersangkutan sebagai Direksi,  karena UUPT 2007 setelah 

amandemen mengatur secara tegas tanggung jawab Pemegang Saham 

Perseroan perorangan secara pribadi dalam hal-hal yang diatur Pasal  153J ayat 

(2) huruf a,b,c dan d UUPT 2007.   

     Pemerintah kedepan agar memisahkan pengaturan badan hukum   

perorangan dan Perseroan persekutuan modal,  tidak dijadikan dalam 1 (satu) 

undang-undang Perseroan Terbatas, karena bentuk, sifat dan tanggung 

jawabnya yang berbeda.  Hal ini untuk menghindari kerancuan dan keragu-

raguan dan multi tafsir apakah aturan-aturan Perseroan persekutuan modal 

dalam UUPT 2007 bisa diberlakukan untuk badan hukum  perorangan.  Hanya 

dalam pasal-pasal yang secara tegas dalam UUPT 2007 setelah amandemen 

yang  mengatur tentang Perseroan untuk usaha kecil dan mikro sebagimana 

dimaksud  pada Pasal 1 angka 1, Pasal 7 ayat 7 huruf e dan Pasal 7 ayat 8, 

Pasal 32 dan pasal 153, Pasal 153A, 153B, 153C, 153D, 153E, 153F, 153G, 

153H, 153I dan 153J yang berlaku untuk badan hukum perorangan. 
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